
  

NOMOR 11 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 

tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Di Kota Depok; 

  b. bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;    

  c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009           

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti              

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam                

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah          

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

   



2 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,                         

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                    

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4844 ); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                     

Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009  tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                     

Nomor 5043); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2009 Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4741); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi                     

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5209); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 5161); 
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  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                

Nomor 21 Tahun 2011; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok                

Tahun 2000 Nomor 27 Seri C); 

  21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah           

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

  22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 

2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011                               

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok              

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah            

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  

  dan 

  WALIKOTA DEPOK 

  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kota Depok. 

  5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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  6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dibidang Pengelolaan Pasar. 

  7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual 

lebih dari satu baik yang disebut sebagai,pusat perbelanjaan, pasar 

tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun 

sebutan lainnya. 

  8. Pasar Milik Pemerintah Kota Depok adalah tempat yang ditetapkan 

Pemerintah Kota sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan 

pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli 

terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan 

menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern dan menurut sifat 

pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi eceran dan Pasar 

Perkulakan/grosir. 

  9. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan 

tempat usaha berupa toko, kios, los/counter, dan lemprakan yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi 

dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli 

melalui tawar menawar. 

  10. Bangunan Pasar adalah semua bangunan didalam pasar dengan 

bentuk apapun juga. 

  11. Kios adalah Bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi 

dengan dinding serta dapat ditutup. 

  12. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan 

beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk 

menjajakan barang-barang dagangan. 

  13. Lemprakan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman 

pasar yang khusus disediakan dengan menggunakan manajemen 

waktu. 

  14. Halaman pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang 

digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang. 

  15. Tempat berjualan adalah tempat didalam bangunan pasar atau 

halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan 

usaha berupa toko, kios, los/counter dan lemprakan. 

  16. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan 

barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik 

pemerintah daerah. 

   


